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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

$� /DWDU�%HODNDQJ�0DVDODK 

Masyarakat Indonesia menyukai dan dapat beradaptasi dengan sistem 

transaksi jual beli online, terutama dengan sistem e-commerce, yang dibuktikan 

dengan pertumbuhan e-commerce Indonesia yang menduduki peringkat 

tertinggi di dunia.1 Salah satu alasan utama e-commerce berkembang pesat di 

Indonesia adalah karena susah ditemukannya suatu barang di toko-toko fisik.2 

Hal ini membuat e-commerce menjadi pilihan alternatif bagi banyak 

masyarakat Indonesia untuk berbelanja.  

Karena keefisienan yang ditawarkan oleh e-commerce membuat sebagian 

masyarakat Indonesia menjadikan e-commerce sebagai pilihan utama dalam 

berbelanja. Karena tidak perlu datang ke toko fisik, hanya perlu mengunjungi 

situs maupun aplikasi e-commerce melalui gawai, untuk membeli barang yang 

dibutuhkan. Kemudian barang akan datang ke alamat pemesan, sehingga 

menghemat biaya, waktu, maupun tenaga. 

Karena peralihan gaya berbelanja masyarakat Indonesia ini, maka timbul 

masalah-masalah baru yang disebabkan karena transaksi jual beli online.  

Permasalahan yang biasa terjadi adalah barang yang diterima oleh konsumen 

tidak sesuai, konsumen tidak menerima barang dari penjual padahal telah 
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melakukan pembayaran, adanya tawaran potongan harga palsu, hingga peretas 

yang mengambil alih akun e-commerce untuk mengambil data atau mengambil 

alih akun tersebut untuk hal yang merugikan konsumen.3 Permasalahan dalam 

e-commerce pun berkembang berdampingan dengan pesatnya perkembangan 

teknologi. Semakin baru inovasi dalam teknologi, maka muncul pula masalah 

baru yang akan datang karena inovasi tersebut. 

Meskipun timbul masalah baru yang datang karena kemajuan teknologi 

termasuk karena hadirnya e-commerce, tetapi e-commerce tetap menjadi 

pilihan favorit masyarakat Indonesia. Mengingat pendistribusian barang belum 

mencapai hingga pelosok daerah, dan tidak semua orang sempat untuk pergi ke 

luar kota untuk membeli barang yang dibutuhkan. Belum lagi karena barang di 

e-commerce dinilai lebih terjangkau dan menawarkan potongan harga yang 

menarik.  

Dengan hadirnya e-commerce ini, menjadi sebuah peluang bagi para calon 

pelaku usaha. Karena tidak perlu modal yang besar untuk membuka toko atau 

menyiapkan wadah fisik untuk mempromosikan barang yang dijual. Calon 

pelaku usaha tinggal membuat akun e-commerce dan mempromosikan 

dagangannya secara online untuk menarik pelanggan. Para calon pelaku usaha, 

harus menciptakan personal branding yang kuat untuk menarik calon 

pembeli.4 Tentunya agar promosinya sampai ke orang yang membutuhkan 
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barang yang dijual.5 Calon pelaku usaha harus mengetahui value apa yang 

diinginkan untuk ditawarkan ke publik. Karena jika calon pembeli sudah yakin, 

maka mereka akan yakin dalam melakukan transaksi.6 

Untuk menciptakan personal branding yang kuat, maka calon pelaku usaha 

harus mencari tahu karakter brand seperti apa yang mereka akan ciptakan. 

Kemudian mencari tahu segmentasi pasar yang tepat untuk karakter brand 

yang diciptakan, sehingga mengetahui target pasar yang akan dituju. 

Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon 

konsumen menjadi kelompok homogen. Segmentasi ini harus dilakukan 

sebelum menentukan target pasar.7 Hal ini juga berkaitan dalam menentukan 

harga barang. Karena barang dengan harga yang tinggi akan sulit dijangkau 

oleh masyarakat kalangan bawah, sehingga brand tersebut memang diciptakan 

untuk kalangan atas, begitu pula sebaliknya.   

Personal branding sebuah brand yang terkesan mewah, eksklusif, hingga 

dapat lolos ke marketplace yang lebih eksklusif seperti Zalora dan Shopee 

Mall, tentu saja dapat membangun rasa percaya yang sangat tinggi terhadap 

konsumen. Konsumen akan merasa aman karena brand tersebut memasuki 

segmen marketplace yang lebih eksklusif dan terpercaya. Zalora sendiri 

mengeklaim bahwa marketplacenya menawarkan produk berkualitas dan asli 
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sebagai jaminan kepuasan konsumen. Bahkan mengeklaim bahwa konsumen 

tidak perlu ragu dalam membeli barang bermerek di Zalora karena barang yang 

100% original.8 Shopee pun mengeklaim bahwa Shopee Mall memiliki 

kelebihan bahwa barang yang ditawarkan 100% original, dan akan 

mengembalikan dua kali dari jumlah harga produk yang dibayarkan untuk 

produk tersebut apabila barang yang diterima bukan produk original.9 

Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Zalora dan Shopee Mall, maka 

ekspektasi masyarakat akan tinggi terhadap barang yang dibeli di marketplace 

tersebut. Ekspektasi masyarakat ini dapat terganggu dengan kasus brand 

Hamlin yang menjual barang dengan harga yang tinggi, dan diketahui 

konsumen bahwa barang tersebut merupakan barang dari brand lain dengan 

harga yang jauh lebih murah. Barang tersebut diberi label brand Hamlin dan 

dijual dengan harga yang tinggi. Brand ini dapat ditemui di marketplace Zalora 

dan Shopee Mall yang menjamin bahwa barang yang dijualnya asli dan 100% 

original. 

Seorang konsumen brand Hamlin pun mengetahui bahwa dirinya tertipu 

dengan cara yang unik. Pemilik akun sosial media TikTok @jiglyciouss 

dengan nama asli Arianti, menceritakan kronologinya melalui akun media 

sosial TikTok miliknya. Arianti pada awalnya membeli sebuah tas laptop 
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dengan dengan kualitas yang baik dengan harga sekitar Rp. 300.000,00. 

Setelah beberapa waktu pemakaian, label merek Hamlin tersebut terlepas. 

Arianti tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi mempertanyakan keberadaan 

label merek lain yang tersembunyi di balik label Hamlin. Ternyata terdapat 

tulisan brand lain yang selama ini ditutupi oleh label brand Hamlin, yaitu 

tulisan brand Rhodey. Arianti mencari tahu tentang brand Rhodey di e-

commerce Shopee dan menemukan harga asli dari tas laptop tersebut adalah 

Rp. 17.900,00 ± Rp. 21.900,00. Kemudian Arianti mengunggah pengalaman 

tidak menyenangkannya ini ke akun sosial media TikTok miliknya. 

Unggahan Arianti menjadi ramai dibahas dan warganet mencari tahu 

tentang brand Hamlin ini. Hingga ditemukan fakta dan bukti bahwa brand 

Hamlin menjual banyak barang dari merek lain dengan harga yang jauh lebih 

murah, kemudian dijual kembali dengan label brand Hamlin dengan harga 

yang tinggi. Banyak warganet yang merasa tertipu dengan kasus ini, dan sudah 

banyak warganet yang mengalami hal serupa sebagai konsumen brand Hamlin. 

Brand Hamlin pun menjadi sorotan karena peristiwa ini. 

Brand Hamlin merupakan brand asal Indonesia dalam naungan PT Rumah 

Usaha Jaya yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Brand ini mengklaim 

bahwa dirinya menjual barang fashion mewah dari pakaian hingga aksesoris.10 

Brand ini tidak hanya melakukan rebranding barang dari brand Rhodey, tetapi 
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juga melakukan melakukan rebranding terhadap produk-produk dari Tiongkok 

yang dijual dengan harga relatif murah.   

Karena kasus ini, banyak masyarakat menanyakan tentang hukum 

perlindungan konsumen terhadap kasus seperti ini di Indonesia. Karena 

masyarakat mempertanyakan mengapa brand Hamlin dapat lolos ke 

marketplace terpercaya seperti Zalora dan Shopee Mall. Hal ini dapat membuat 

masyarakat tidak percaya lagi dengan marketplace seperti Zalora dan Shopee 

Mall. 

Padahal jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang dalam kasus 

brand Hamlin tidak terpenuhi. Seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa contohnya. Meskipun 

ketentuan dalam pasal ini tidak secara eksplisit mengatur bentuk atau standar 

informasi yang benar, tindakan yang dilakukan oleh pihak brand Hamlin tidak 

mencerminkan itikad baik, karena menjual produk milik merek lain dengan 

harga yang secara signifikan lebih tinggi.   

Perbuatan yang dilakukan oleh brand Hamlin patut diduga sebagai bentuk 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kategori yang tergolong baru. Kasus 

semacam ini masih relatif belum diatur secara spesifik dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan lain yang dapat diindikasikan 

sebagai PMH dalam transaksi jual-beli online yang sering terjadi adalah 

barang/produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, barang/produk 

adalah barang tiruan, identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif, dan penipuan 
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harga diskon terhadap barang/produk yang ditawarkan, yakni barang/produk 

yang diterima bekas, tidak layak pakai, bahkan tidak dikirimkan.11 Indikasi 

PMH seperti ini marak terjadi karena celah-celah yang mampu dimanfaatkan 

oleh para pihak yang memiliki niat buruk.  

Meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik, namun 

terdapat pasal dalam undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum dalam 

kasus brand Hamlin ini. Seperti pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang 

melarang setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik. Selain itu terdapat juga pasal dalam undang-undang yang 

sama, yang dapat menjadi dasar hukum kasus dari brand Hamlin ini. Pasal 45A 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan, setiap orang yang sengaja 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling 

lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).  

Brand Hamlin ini dapat dikategorikan sengaja menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Meskipun begitu 

belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang jenis PMH dalam 
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transaksi jual ± beli online yang dilakukan brand Hamlin. Produk-produk 

brand Hamlin ini masih dapat diakses dan dibeli di marketplace Zalora 

meskipun keluhan dari Arianti viral di sosial media. Selain Zalora, brand 

Hamlin ini masih dapat ditemukan di marketplace Shopee Mall, dan belum ada 

kelanjutan bagaimana Shopee akan menindak tegas brand ini. 

Penelitian penulis ini memiliki beberapa unsur yang menjadikan penelitian 

ini inovasi yang baru. Penelitian ini terfokus terhadap studi kasus 1 (satu) brand 

yaitu brand Hamlin yang berdasarkan berdasarkan pada permasalahan yang 

benar-benar terjadi dan belum banyak dibahas dari sisi perlindungan konsumen 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya cenderung membahas mengenai 

perlindungan konsumen dalam e-commerce secara umum dan tidak terfokus 

terhadap suatu brand, terutama brand Hamlin. Permasalahan hukum yang 

diteliti oleh peneliti ini merupakan isu yang relatif baru dan penting untuk 

dikaji agar menjadi acuan untuk menjaga kenyamanan konsumen dalam 

berbelanja di internet yang terus berkembang.  

Saat ini diperlukan peraturan tentang transaksi jual beli online, e-commerce, 

marketplace yang lebih spesifik ke permasalahan yang terjadi di masa kini. 

Karena perlindungan konsumen adalah faktor yang membutuhkan perhatian 

lebih dalam industri e-commerce dan teknologi finansial di Indonesia.12 Selain 

peraturan yang ditambahkan ataupun diperbaiki, penegakan peraturannya juga 

perlu untuk ditegakkan. Mengingat banyak kasus-kasus yang merugikan 
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konsumen, tetapi tidak ditindak lebih lanjut. Para penjual pun perlu memahami 

hukum perlindungan konsumen, agar mereka agar tidak melanggar hukum 

tersebut dan menjual barang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.13 

%� 5XPXVDQ�0DVDODK 

%HUGDVDUNDQ� ODWDU� EHODNDQJ� PDVDODK� \DQJ� WHODK� GLMHODVNDQ� GL� DWDV�� PDND�

UXPXVDQ�PDVDODK�GDODP�SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK� 

�� %DJDLPDQD� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� NHSDGD� NRQVXPHQ� \DQJ� GLUXJLNDQ� ROHK�

EUDQG�+DPOLQ�GDODP�WUDQVDNVL�MXDO�EHOL�GL�H�FRPPHUFH"� 

�� %DJDLPDQD� WDQJJXQJ� MDZDE�\DQJ�KDUXV�GLSHQXKL� ROHK�EUDQG�+DPOLQ� DWDV�

GXJDDQ�SHODQJJDUDQ� WHUKDGDS�3DVDO� ��8QGDQJ� ±�8QGDQJ�1RPRU� ��7DKXQ�

�����WHQWDQJ�3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ" 

&� 7XMXDQ�3HQHOLWLDQ 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh 

brand Hamlin. 

2. Menganalisis tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh brand 

Hamlin atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Undang ± 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  
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'� 0DQIDDW�3HQHOLWLDQ 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis 

maupun praktis. Adapun manfaat akademis dan manfaat praktis dari penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menjadi wawasan dan referensi dalam bidang hukum 

perlindungan konsumen terutama terkait dugaan PMH dalam transaksi jual 

± beli online yang dilakukan brand Hamlin. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam bidang akademik untuk kajian hukum 

terhadap dugaan PMH dalam transaksi jual ± beli online yang dilakukan 

brand Hamlin dalam sudut pandang hukum perlindungan konsumen. 

Diharapkan juga penelitian ini menjadi acuan mengenai regulasi dan 

kebijakan perlindungan konsumen terhadap PMH dalam transaksi jual ± beli 

yang dilakukan online. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan 

situs belanja online dalam menyeleksi brand yang akan berjualan barang di 

platform mereka. Perusahaan situs belanja online diharapkan meningkatkan 

kebijakan perlindungan konsumen yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kesadaran bagi konsumen mengenai hak-hak dalam kasus 
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dugaan PMH dalam transaksi jual ± beli online dan upaya hukum yang dapat 

ditempuh apabila mengalami kerugian. 

 

(� 7LQMDXDQ�3XVWDND�GDQ�2ULVLQDOLWDV�3HQHOLWLDQ 

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kepustakaan di media 

internet, penulis tidak menemukan penelitian serupa secara spesifik membahas 

permasalahan yang sama dengan topik penelitian penulis. Untuk lebih 

memudahkan proses penulisan maka penulis mengambil 7 (tujuh) hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat 

keorisinalitasan dari penulis. Hasil penelitian tersebut dipaparkan sebagai 

berikut: 

�� 3HQHOLWLDQ� \DQJ� GLODNXNDQ� ROHK� (OD�� )DNXOWDV� 6\DULDK� GDQ� +XNXP�

8QLYHUVLWDV� ,VODP� 1HJHUL� $ODXGGLQ� 0DNDVVDU� \DQJ� EHUMXGXO� ³$QDOLVLV�

3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�WHUKDGDS�.RQVXPHQ�\DQJ�'LUXJLNDQ�GDODP�7UDQVDNVL�

-XDO�%HOL�3DGD�6LWXV�%HODQMD�2QOLQH´���3RNRN�SHUPDVDODKDQ�GDODP�SHQHOLWLDQ�

LQL�OHELK�PHQHNDQNDQ�PHQJHQDL�SURVHV�MXDO�EHOL�SDGD��VLWXV�EHODQMD�RQOLQH�GDQ�

SHUWDQJJXQJMDZDEDQ� SHODNX� XVDKD� WHUKDGDS� NHUXJLDQ� \DQJ� GL� DODPL�

NRQVXPHQ� SDGD� VLWXV� EHODQMD� RQOLQH�14� 3HUEHGDDQ� SHQHOLWLDQ� LQL� GHQJDQ�

SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� DGDODK� SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� PHPEDKDV� OHELK� NHSDGD�

SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�NHSDGD�NRQVXPHQ�\DQJ�GLUXJLNDQ�ROHK�EUDQG�+DPOLQ��

                                                        
14�(OD���������$QDOLVLV�3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�WHUKDGDS�.RQVXPHQ�\DQJ�'LUXJLNDQ�GDODP�

7UDQVDNVL�-XDO�%HOL�SDGD�6LWXV�%HODQLD�2QOLQH���6NULSVL��)DNXOWDV�6\DULDK�'DQ�+XNXP�8QLYHUVLWDV�
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6HODLQ� LWX�� SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� PHPEDKDV� PHQJHQDL� SHUWDQJJXQJMDZDEDQ�

EUDQG�+DPOLQ�\DQJ�KDUXV�GLSHQXKL�VHVXDL�GHQJDQ�NHWHQWXDQ�3DVDO���8QGDQJ�

±�8QGDQJ�1RPRU���7DKXQ������WHQWDQJ�3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ� 

�� 3HQHOLWLDQ� \DQJ�GLODNXNDQ�ROHK�/RUHQ]R�$U\D�0RQLDJD�� )DNXOWDV�+XNXP�

8QLYHUVLWDV� ,VODP� 6XOWDQ� $JXQJ� \DQJ� EHUMXGXO� ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP�

.RQVXPHQ� WHUKDGDS� %DUDQJ� \DQJ� WLGDN� 6HVXDL� ROHK� 3HQMXDO� 2QOLQH� 6KRS�

0HODOXL� (�&RPPHUFH´�� 3RNRN� SHUPDVDODKDQ� GDODP� SHQHOLWLDQ� LQL� OHELK�

PHQHNDQNDQ�PHQJHQDL� EHQWXN� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� EDJL� NRQVXPHQ� GDODP�

SHUWDQJJXQJMDZDEDQ�SHODNX�XVDKD�PHQJHQDL� EDUDQJ� \DQJ� WLGDN� VHVXDL� GDQ�

EDJDLPDQD�SHQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�DQWDUD�NHGXD�EHODK�SLKDN�PHQXUXW�8QGDQJ�

8QGDQJ� 3HUOLQGXQJDQ� .RQVXPHQ� GDQ� 8QGDQJ�8QGDQJ� ,QIRUPDVL� 'DQ�

7UDQVDNVL� (OHNWURQLN�15� 3HUEHGDDQ� SHUPDVDODKDQ� SHQHOLWLDQ� LQL� GHQJDQ�

SHQHOLWLDQ�SHQXOLV�DGDODK�SHQXOLV�OHELK�VSHVLILN�PHPEDKDV�PHQJHQDL�EHQWXN�

SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�EDJL�NRQVXPHQ�GDODP�SHUWDQJJXQJMDZDEDQ�ROHK�SLKDN�

EUDQG�+DPOLQ�PHQJHQDL�EDUDQJ�\DQJ�EHUDVDO�GDUL�EUDQG�ODLQ�� 

�� 3HQHOLWLDQ� ROHK� 1XUSDOL]D�� )DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV� 0XKDPPDGL\DK�

0DWDUDP� \DQJ� EHUMXGXO� ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� WHUKDGDS� .RQVXPHQ� GDODP�

3HUMDQMLDQ� -XDO� %HOL� 2QOLQH� �(�&RPPHUFH�´�� 3RNRN� SHUPDVDODKDQ� GDODP�

SHQHOLWLDQ� LQL� PHQHNDQNDQ� NHSDGD� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� EDJL� NRQVXPHQ�

GDODP�SHUMDQMLDQ�MXDO�EHOL�RQOLQH�PHODOXL� LQWHUQHW�NKXVXVQ\D�H�FRPPHUFH�GL�

,QGRQHVLD��VHODLQ�LWX�MXJD�PHQHOLWL�WHQWDQJ�XSD\D�KXNXP�\DQJ�GDSDW�GLWHPSXK�

                                                        
15�/RUHQ]R�$U\D�0RQLDJD��������³3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�.RQVXPHQ�WHUKDGDS�%DUDQJ�\DQJ�

7LGDN�6HVXDL�ROHK�3HQMXDO�2QOLQH�6KRS�0HODOXL�(�&RPPHUFH´��6NULSVL��)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�
,VODP�6XOWDQ�$JXQJ��KOP��;LL�� 
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DSDELOD�KDN�KDN�NRQVXPHQ�GLUXJLNDQ�GDODP�WUDQVDNVL�HOHNWURQLN�16�3HUEHGDDQ�

SHUPDVDODKDQ�SHQHOLWLDQ� LQL� GHQJDQ�SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� DGDODK� SHQXOLV� OHELK�

VSHVLILN� PHPEDKDV� PHQJHQDL� EHQWXN� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� EDJL� NRQVXPHQ�

GDODP�SHUWDQJJXQJMDZDEDQ�ROHK�SLKDN�EUDQG�+DPOLQ�PHQJHQDL�EDUDQJ�\DQJ�

EHUDVDO� GDUL� EUDQG� ODLQ�� :DODXSXQ� VDPD�VDPD� PHPEDKDV� PHQJHQDL�

SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�EDJL�NRQVXPHQ�GDODP�WUDQVDNVL�GL�H�FRPPHUFH�� 

�� 3HQHOLWLDQ�ROHK�0XKDPPDG�)DX]DQ�)LUGDXV��)DNXOWDV�6\DUL¶DK�GDQ�+XNXP�

8QLYHUVLWDV� ,VODP� 1HJHUL� 6XQDQ� .DOLMDJD� <RJ\DNDUWD� \DQJ� EHUMXGXO�

³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� WHUKDGDS� 5HEUDQGLQJ� 0HUHN� 'DJDQJ� 3HUVSHNWLI�

+XNXP�,VODP�GDQ�+XNXP�3RVLWLI��6WXGL�3DGD�7RNR�+�GDQ�5�'L�7RNR�2UHQ�´��

3RNRN�SHUPDVDODKDQ�GDODP�SHQHOLWLDQ�LQL�PHPEDKDV�PHQJHQDL�SHUOLQGXQJDQ�

KXNXP� WHUKDGDS� EUDQG�+DPOLQ� GDQ� EUDQG� 5KRGH\� VHSHUWL� SHQXOLV�� QDPXQ�

GLWHOLWL� GDUL� SHUVSHNWLI� KXNXP� ,VODP� GDQ� KXNXP� SRVLWLI�17� 3HUEHGDDQ�

SHUPDVDODKDQ�SHQHOLWLDQ�LQL�GHQJDQ�SHQXOLV�DGDODK�SHQXOLV�OHELK�OHELK�VSHVLILN�

PHPEDKDV� PHQJHQDL� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� DWDV� NHUXJLDQ� NRQVXPHQ� GDODP�

WUDQVDNVL�H�FRPPHUFH��2OHK�NDUHQD� LWX��SHQXOLV�PHQHOLWL�SHUPDVDODKDQ�GL�H�

FRPPHUFH�VHFDUD�OHELK�OXDV�WLGDN�KDQ\D�GL�7RNR�2UHQ� 

�� 3HQHOLWLDQ� ROHK� (ND� :LMD\D� *XQDZDQ�� )DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV� ���

$JXVWXV� ����� %DQ\XZDQJL� \DQJ� EHUMXGXO� ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� WHUKDGDS�

.RQVXPHQ�\DQJ�0HQJDODPL�3HUEHGDDQ�+DUJD�DQWDUD�/DEHO�+DUJD�GDQ�.DVLU�

                                                        
16�1XUSDOL]D��������³3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�WHUKDGDS�.RQVXPHQ�GDODP�3HUMDQMLDQ�-XDO�%HOL�

2QOLQH��(�&RPPHUFH��´�6NULSVL��)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�0XKDPPDGL\DK�0DWDUDP� 
17�0XKDPPDG�)DX]DQ�)LUGDXV��������³3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�WHUKDGDS�5HEUDQGLQJ�0HUHN�

'DJDQJ�3HUVSHNWLI�+XNXP�,VODP�GDQ�+XNXP�3RVLWLI��6WXGL�3DGD�7RNR�+�'DQ�5�'L�7RNR�2UHQ��³�
6NULSVL��)DNXOWDV�6\DUL¶DK�'DQ�+XNXP�8QLYHUVLWDV�,VODP�1HJHUL�6XQDQ�.DOLMDJD�<RJ\DNDUWD�� 
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6ZDOD\DQ� GL� .DEXSDWHQ� %DQ\XZDQJL� EHUGDVDU� 8QGDQJ�8QGDQJ� 1RPRU� ��

7DKXQ������ WHQWDQJ�3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ´��3RNRN�SHUPDVDODKDQ�GDODP�

SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� PHQJHQDL� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� PHQJHQDL� NRQVXPHQ�

\DQJ� PHQJDODPL� NHUXJLDQ� NDUHQD� SHUEHGDDQ� KDUJD� DQWDUD� ODEHO� KDUJD� GDQ�

NDVLU� VZDOD\DQ� PHQXUXW� 8QGDQJ�8QGDQJ� 1RPRU� �� 7DKXQ� ����� WHQWDQJ�

3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ��GDQ�EHQWXN�SHUWDQJJXQJMDZDEDQ�SLKDN�VZDOD\DQ�18�

3HUEHGDDQ� SHQHOLWLDQ� WHUVHEXW� GHQJDQ� SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� DGDODK�� SHQHOLWLDQ�

SHQXOLV�PHPEDKDV�PHQJHQDL�SHUEHGDDQ�KDUJD�GDQ�UHEUDQGLQJ�\DQJ�GLODNXNDQ�

ROHK� EUDQG�+DPOLQ�� 3HQXOLV� MXJD� PHQHOLWL� PHQJHQDL� WDQJJXQJ� MDZDE� \DQJ�

KDUXV�GLODNXNDQ�ROHK�EUDQG�+DPOLQ�WHUKDGDS�NRQVXPHQ�\DQJ�GLUXJLNDQ�� 

�� 3HQHOLWLDQ�ROHK�0DV�0XKDPPDG�5LITL�.XUQLD��)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�

/DPSXQJ� \DQJ� EHUMXGXO� ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� EDJL� .RQVXPHQ� GDODP�

7UDQVDNVL�-XDO�%HOL�VHFDUD�2QOLQH�0HODOXL�)DFHERRN´��3RNRN�SHUPDVDODKDQ�

GDODP� SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� SHUOLQGXQJDQ� KXNXP� EDJL� NRQVXPHQ� GDODP�

WUDQVDNVL� MXDO�EHOL� RQOLQH� PHODOXL� IDFHERRN� GDQ� XSD\D� KXNXP� \DQJ� GDSDW�

GLODNXNDQ�EDJL�NRQVXPHQ�\DQJ�PHQJDODPL�NHUXJLDQ�19�3HUEHGDDQ�SHQHOLWLDQ�

WHUVHEXW� GHQJDQ� SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� DGDODK� SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� PHPEDKDV�

PHQJHQDL�SHUPDVDODKDQ�SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�VSHVLILN�EDJL�NRQVXPHQ��EUDQG�

                                                        
18� (ND� :LMD\D� *XQDZDQ�� ������ ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� WHUKDGDS� .RQVXPHQ� \DQJ�

0HQJDODPL�3HUEHGDDQ�+DUJD�$QWDUD�/DEHO�+DUJD�GDQ�.DVLU�6ZDOD\DQ�GL�.DEXSDWHQ�%DQ\XZDQJL�
%HUGDVDU� 8QGDQJ�8QGDQJ� 1RPRU� �� 7DKXQ� ����� 7HQWDQJ� 3HUOLQGXQJDQ� .RQVXPHQ´�� 6NULSVL��
)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV����$JXVWXV������%DQ\XZDQJL�� 

19� 0DV�0XKDPPDG� 5LITL� .XUQLD�� ������ ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� EDJL� .RQVXPHQ� GDODP�
7UDQVDNVL� -XDO�%HOL� 6HFDUD� 2QOLQH� 0HODOXL� )DFHERRN´�� 6NULSVL�� )DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV�
/DPSXQJ� 
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+DPOLQ��3HQHOLWLDQ�SHQXOLV� MXJD�PHPEDKDV�PHQJHQDL� WDQJJXQJ� MDZDE�\DQJ�

KDUXV�GLODNXNDQ�ROHK�EUDQG��+DPOLQ�WHUKDGDS�NRQVXPHQ�\DQJ�GLUXJLNDQ� 

�� �3HQHOLWLDQ�ROHK�6HOYLDQD��)DNXOWDV�6\DULDK�'DQ�,OPX�+XNXP�,VODP�,QVWLWXW�

$JDPD�,VODP�1HJHUL�3DUHSDUH�\DQJ�EHUMXGXO�³7LQMDXDQ�+XNXP�3HUOLQGXQJDQ�

.RQVXPHQ� WHUKDGDS� .HWLGDNVHVXDLDQ� %DUDQJ� GDODP� 3ODWIRUP� -XDO� %HOL�

2QOLQH´��3RNRN�SHUPDVDODKDQ�GDODP�SHQHOLWLDQ� LQL�DGDODK�PHQJHQDL�EHQWXN�

WUDQVDNVL� RQOLQH� GDODP� NHWLGDNVHVXDLDQ� EDUDQJ� GDODP� SODWIRUP� MXDO� EHOL�

RQOLQH��EHQWXN�SHUOLQGXQJDQ�NRQVXPHQ�\DQJ�KDUXV�GLODNXNDQ��GDQ�SDQGDQJDQ�

KXNXP� HNRQRPL� V\DULDKQ\D�20� 3HUEHGDDQ� SHQHOLWLDQ� WHUVHEXW� GHQJDQ�

SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� DGDODK� SHQHOLWLDQ� SHQXOLV� PHPEDKDV� PHQJHQDL�

NHWLGDNVHVXDLDQ� KDUJD� DVOL� EDUDQJ� GDQ� EUDQG� \DQJ� GLNLULPNDQ� ROHK� EUDQG�

+DPOLQ� NHSDGD� NRQVXPHQ�� 3HQHOLWLDQ� SHQXOLV� MXJD� PHPEDKDV� PHQJHQDL�

WDQJJXQJ�MDZDE�\DQJ�GLODNXNDQ�ROHK�EUDQG�+DPOLQ�WHUKDGDS�NRQVXPHQ�\DQJ�

GLUXJLNDQ�� 

)� .HUDQJND�7HRUL 

Perlindungan hukum bagi rakyat khususnya di Indonesia, menurut Philipus 

M. Hadjon, merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan bagi harkat dan 

martabat manusia yang berasal dari Pancasila dan prinsip negara hukum 

dengan berdasarkan Pancasila.21 Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum 

merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

                                                        
20� 6HOYLDQD�� ������ ³7LQMDXDQ�+XNXP�3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ� WHUKDGDS�.HWLGDNVHVXDLDQ�

%DUDQJ�GDODP�3ODWIRUP�-XDO�%HOL�2QOLQH´��6NULSVL��)DNXOWDV�6\DULDK�GDQ�,OPX�+XNXP�,VODP�,QVWLWXW�
$JDPD�,VODP�1HJHUL�3DUHSDUH� 

21�3KLOLSXV�0��+DGMRQ��������3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�EDJL�5DN\DW�GL�,QGRQHVLD��6XUDED\D��
37��%LQD�,OPX��KOP����� 
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hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik dari berbagai 

gangguan dan ancaman berbagai pihak.22 Perlindungan hukum diperlukan agar 

terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, sehingga masyarakat 

merasa nyaman dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Demi mewujudkan 

kepastian hukum, perlindungan hukum dibutuhkan sebagai salah satu fungsi 

utama. Sistem hukum yang dipahami masyarakat dengan baik, akan 

menciptakan masyarakat yang saling menjaga kepastian hukum, sehingga 

terciptalah kenyamanan dan kestabilan di lingkungan masyarakat.   

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi 

2 (dua) macam yaitu langkah perlindungan hukum preventif dan represif.23 

Meskipun dalam penanganan hukum dalam peradilan umum di Indonesia, 

perlindungan hukumnya mengarah kearah represif.24 Bentuk-bentuk 

perlindungan hukum ini untuk mencapai tujuan dari perlindungan umum yaitu 

menciptakan lingkungan bermasyarakat yang nyaman, jaminan kepastian 

hukum, dan adil. Bentuk perlindungan hukum yang paling sederhana di sekitar 

masyarakat adalah keberadaan institusi-institusi penegak hukum layaknya 

pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

(non-litigasi) lainnya.25 Keberadaan institusi ini untuk menciptakan rasa aman 

                                                        
22� 7LP� +XNXP� 2QOLQH�� ������ 7HRUL�7HRUL� 3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� 0HQXUXW� 3DUD� $KOL��

KWWSV���ZZZ�KXNXPRQOLQH�FRP�EHULWD�D�WHRUL�SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�PHQXUXW�SDUD�DKOL�
OW�����FG��GFEF����'LDNVHV�SDGD����$SULO�������3XNXO�������:,%�� 

23�3KLOLSXV�0��+DGMRQ��2S��&LW��KOP���� 
24�,ELG��+OP��� 
25�+LOGD�+LOPLDK�'LP\DWL��������³3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�EDJL�,QYHVWRU�GDODP�3DVDU�0RGDO´��

-XUQDO�&LWD�+XNXP��9RO��,,��1R�����KOP����� 
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dan adil bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa selalu dilindungi 

oleh hukum.  

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa 

terkecuali. Perihal setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum 

tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-8QGDQJ� 'DVDU� ������ ³6HWLDS�

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

\DQJ�DGLO�VHUWD�SHUODNXDQ�\DQJ�VDPD�GL�KDGDSDQ�KXNXP�´ Selain masyarakat 

yang berkewajiban untuk memelihara keamanan, aparat kepolisian sebagai 

institusi negara bertugas untuk turut bertanggung jawab terhadap keamanan 

dan ketertiban publik. Mengenai tugas kepolisian ini, tercantum dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 

³.HSROisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

GDODP�UDQJND�NHDPDQDQ�GDODP�QHJHUL�´ 

Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang ataupun jasa 

yang tersedia dalam lingkup masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, orang lain, untuk berbagai kepentingan dengan tidak 

memperdagangkannya kembali.26 Sementara dalam Pasal 1 angka 2  Undang-

8QGDQJ�1RPRU���7DKXQ�������³.RQVXPHQ�DGDODK�VHWLDS�RUDQJ�SHPDNDL�EDUDQJ�

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

                                                        
26� 6DUDK� 6HOILQD� .XDKDW\� GNN�� ������ ³3HQGLGLNDQ� 3HUOLQGXQJDQ� .RQVXPHQ� NHSDGD�

0DV\DUDNDW�'HVD�GL�.HFDPDWDQ�7HRQ�1LOD�6HUXD�.DEXSDWHQ�0DOXNX�7HQJDK´��-XUQDO�3HQJDEGLDQ�
+XNXP��9RO����1R�����KOP������ 
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sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk 

GLSHUGDJDQJNDQ�´� .RQVXPHQ� WLGDN� KDQya berada pada transaksi secara 

langsung di dunia nyata, melainkan masyarakat dapat menjadi konsumen di 

dunia maya. Perkembangan zaman memungkinkan terjadi transaksi secara 

online, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi 

tanpa perlu melibatkan aktivitas fisik. Hadirnya teknologi yang memungkinkan 

konsumen melakukan transaksi secara online, menciptakan celah-celah hukum 

yang dapat memungkinkan kedudukan konsumen yang tidak seimbang dan 

cenderung lebih lemah. 

Kedudukan konsumen tentunya harus dilindungi secara hukum, agar 

konsumen tetap merasa aman, nyaman, dan adil saat melakukan transaksi jual-

beli online. Hukum perlindungan konsumen diperlukan untuk mengatur 

hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, ketika konsumen dalam 

kedudukannya tidak setara, sebagai sifat dari hukum perlindungan konsumen 

tersebut.27 Pengertian perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 

1 Undang-8QGDQJ� 1RPRU� �� 7DKXQ� ������ ³3HUOLQGXQJDQ� NRQVXPHQ� DGDODK�

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

SHUOLQGXQJDQ�NHSDGD�NRQVXPHQ�´�%HUGDVDUNDQ�SDVDO�WHUVHEXW��NHSDVWLDQ�KXNXP�

diciptakan agar kedudukan konsumen merasa aman, nyaman, dan tentram. 

Adanya kepastian hukum akan mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen, 

sehingga dapat mewujudkan transaksi yang sehat dan adil. Perlindungan 

                                                        
27�%XGL�$JXV�5LVZDQGL��������%XNX�$MDU�+XNXP�3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ��&WN��3HUWDPD��

<RJ\DNDUWD��)+�8,,�3UHVV��KOP����� 



19 
 

konsumen juga memiliki 6 (enam) asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-

8QGDQJ� 1RPRU� �� 7DKXQ� ������ \DLWX�� ³3HUOLQGXQJDQ� NRQVXPHQ� EHUDVDVNDQ�

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 

NHSDVWLDQ�KXNXP�´ 

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia merupakan masalah yang 

baru, sehingga masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya.28 

Disisi Perlindungan konsumen tidak hanya memiliki manfaat bagi konsumen 

saja, melainkan pada pelaku usaha juga. Pelaku usaha perlu memiliki batasan-

batasan dalam melakukan bisnis, sehingga mereka dapat menjalani bisnis 

sesuai aturan yang berlaku dan memberi pelayanan terbaik. Dengan adanya 

batasan-batasan dalam berbisnis, hal ini mencegah pelaku usaha melakukan 

hal-hal yang dilarang oleh hukum dan mencegah terjadinya kerugian bagi 

pihak pembeli sebagai konsumen.29 Konsumen juga akan menjadi lebih paham 

mengenai hak dan kewajibannya untuk menghindari kerugian yang ditakutkan 

akan dialami dalam transaksi jual-beli.  

Peraturan yang dibentuk tidak serta-merta membuat pelaksanaan 

perlindungan terhadap konsumen sempurna tanpa celah. Penyampaian 

informasi dari penjual seringkali tidak jelas karena transaksi jual beli online 

yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Konsumen 

seringkali mendapatkan informasi yang tidak sebenarnya mengenai produk 

                                                        
28�&HOLQD�7UL�6LZL�.ULVWL\DQWL��������+XNXP�3HUOLQGXQJDQ�.RQVXPHQ��&WN��.HGXD��-DNDUWD��

6LQDU�*UDILND��KOP����� 
29�3XWHUL�$V\LID�2FWDYLD�$SDQG\��GNN��/RF��&LW� 
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ataupun jasa yang akan dibeli karena penjual yang ingin lebih diuntungkan.30 

Kasus yang seringkali dihadapi konsumen karena transaksi di internet adalah 

cacat produk, informasi dalam webvertising yang tidak jujur, hingga 

keterlambatan pengiriman barang.31 Hal ini merugikan bagi konsumen karena 

seringkali konsumen sudah terlanjur membeli barang atau jasa, namun tidak 

sesuai dengan yang mereka inginkan.  

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak lama bahkan dari 

zaman Nabi Muhammad SAW meskipun belum banyak literatur mengenai 

perlindungan konsumen pada kala itu.32 Hal ini membuktikan bahwa Islam 

peduli mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik bisnis 

Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi 

Rasul, konsumen menjadi mendapat lebih banyak perhatian meskipun tidak 

secara eksplisit dijelaskan dalam Al-4XU¶DQ�GDQ�KDGLWV��+XNXP�,VODP�PHPLOLNL�

beberapa asas yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan transaksi, 

seperti at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, 

at-WD¶ZXQ�� keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin.33 Asas-asas ini 

menandakan Islam peduli akan hubungan pedagang dan konsumen, terutama 

dalam perlindungan konsumen.   
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Perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata �VHODQMXWQ\D� GLVHEXW� .8+3HU�� DGDODK�� ³-XDO-Beli adalah suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

GLMDQMLNDQ�´��3HUMDQMLDQ�MXDO-beli juga dapat diartikan sebagai perjanjian tukar-

menukar yang mana salah satu prestasinya merupakan sejumlah uang yang 

merupakan alat pembayaran yang sah.34 Perjanjian sah apabila prestasinya 

harus alat pembayaran yang sah, bukan uang, melainkan alat pembayaran yang 

sah.35 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli merupakan 

kesepakatan yang harus disepakati penjual dan pembeli, penjual harus 

memberikan barang dan pembeli harus membayarnya.  

Unsur-unsur dari jual-beli, adalah sebagai berikut36: 

a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli; 

b. Ada barang yang ditransaksikan; 

c. Ada harga; dan 

d. Ada pembayaran dalam bentuk uang. 

Dalam perjanjian jual beli terdapat 2 unsur penting yang harus terpenuhi. 

Unsur pertama adalah barang atau benda yang diperjualbelikan.37 Dalam 

persetujuan jual beli haruslah barang berwujud benda yang diserahkan. Unsur 
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kedua yang harus terpenuhi adalah harga. Harga sebagai jumlah yang harus 

dibayarkan adalah dalam bentuk uang. Pembayaran dalam bentuk uang ini 

yang dapat disebut sebagai jual-beli. 

Sengkey, G. T. dkk mengatakan bahwa e-commerce (Electronic Commerce) 

merupakan bagian dari e-business, sehingga e-commerce merupakan 

penerapan dari e-business itu sendiri.38 Menurut Loudon, e-commerce 

merupakan proses transaksi yang dilakukan baik oleh pembeli maupun oleh 

penjual dalam aktivitas pembelian maupun penjualan produk-produk secara 

elektronik dari perusahaan ke perusahaan dengan media komputer sebagai 

perantara untuk transaksi bisnis yang dilakukan.39 Secara umum, e-commerce 

adalah perdagangan barang dan jasa yang dilakukan dengan internet.40 Dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 e-commerce memiliki arti yaitu, 

³3HUGDJDQJDQ� PHODOXi Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang 

transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur 

HOHNWURQLN�´�Oleh karena itu, keberadaan e-commerce ini sudah diatur dalam 

perundang-undangan di Republik Indonesia.  

E-Commerce merupakan awal dari Electronic Data Interchange (EDI), EDI 

memungkinkan perusahaan melakukan bisnis tanpa dokumen fisik  ataupun 
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proses manual.41 Dengan evolusi ini, e-commerce membuat perubahan dalam 

cara masyarakat bertransaksi.42 Internet membuat bisnis e-commerce 

menjangkau akses yang luas pada barang dan jasa dengan harga yang lebih 

murah.43 Masyarakat tidak perlu keluar rumah dan mengendarai kendaraan 

untuk berbelanja, karena kini toko yang dituju dapat dicapai hanya dengan 

genggaman tangan melalui smartphone. Berbelanja dapat dilakukan dimana 

saja asalkan terdapat jaringan internet dan media seperti smartphone ataupun 

komputer.  

Keuntungan dalam keberadaan e-commerce tidak hanya berpihak kepada 

konsumen, pedagang pun diuntungkan dalam evolusi ini. Penjual dapat 

berinovasi dalam mengembangkan produk digital, sehingga platform online 

dapat dimanfaatkan untuk distribusi dan melakukan pengelolaan data secara 

efektif sehingga pengambilan keputusan strategis.44 Pedagang yang 

memanfaatkan dengan baik peluang ini dengan membuat strategi pemasaran 

yang baik, dapat menjangkau target dengan baik. Pemanfaatan peluang yang 

baik berpotensi membuat masyarakat tertarik untuk berbelanja dagangan 

penjual.  

Perkembangan dari e-commerce ini juga dipengaruhi dari pandemi yang 

mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas diluar ruangan. Masyarakat 
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menjadi lebih beradaptasi dengan kegiatan berbelanja online dari sebelumnya 

karena tuntutan keadaan.  Hal ini terbukti dengan peningkatan pengguna e-

commerce yang cukup pesat pada kuartal IV di tahun 2020 dengan nilai 

penjualan secara keseluruhan yang meningkat sebanyak 36% dari kuartal III, 

kondisi ini mencapai hingga lebih dari 750 ribu transaksi dari berbagai e-

commerce marketplace dalam tiga bulan terakhir.45 Kenaikan pesat transaksi 

e-commerce ini menjadi bukti masyarakat cepat terbiasa dengan kegiatan 

belanja online, sehingga berpotensi menjadikan e-commerce sebagai tempat 

belanja utama dibandingkan dengan berbelanja secara offline.  

Perkembangan e-commerce yang pesat di masa pandemi, berlanjut hingga 

era sekarang atau era pasca pandemi. Platform besar seperti Tokopedia, 

Shopee, Bukalapak, dan Lazada telah memfasilitasi pengguna e-commerce di 

Indonesia sebagai basis pasar yang besar dan menarik.46 Platform-platform 

besar ini memfasilitasi masyarakat dalam hal berdagang maupun berbelanja, 

ditambah dengan pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai angka 

ratusan juta.47 Tingginya angka masyarakat Indonesia yang sudah mampu 

mengakses jaringan internet, tetap menimbulkan kesenjangan di kalangan 

masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi, menciptakan kesenjangan-

kesenjangan infrastruktur digital yang belum merata, kurangnya literasi 

masyarakat, hingga regulasi yang belum menyokong perkembangan e-
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commerce di Indonesia.48 Literasi digital di Indonesia masih tergolong rendah, 

yaitu 3,49 dari skala 0-5  berdasarkan indeks Literasi Digital Indonesia yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) dan Katadata Insighit Center (KIC) pada tahun 2021.49 

Rendahnya angka literasi digital ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

masyarakat dalam menggunakan teknologi, terutama dalam mengakses e-

commerce. Literasi digital sangatlah penting agar masyarakat tidak hanya 

memahami mengenai cara menggunakan jaringan internet, namun juga 

mengenai regulasi-regulasi dan cara menggunakan internet dengan bijak. 

*� 0HWRGH�3HQHOLWLDQ 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan 

perspektif internal yaitu melihat hukum dari dalam secara otonom.50 

Penelitian ini akan mengkaji hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen 

brand Hamlin dan mengkaji bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi 

brand atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

2. Pendekatan Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan kasus dan pendekatan konsep.  Pendekatan 

perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti 

penulis.51 Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum ini akan menjadi dasar dalam penelitian penulis 

dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah. Pendekatan kasus 

dengan menelaah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan masalah hukum 

dalam penelitian peneliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan 

memiliki kekuatan hukum tetap, akan digunakan oleh penulis.52 Penulis 

juga akan menggunakan pendekatan konseptual, untuk menelaah 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkaitan 

dengan penelitian penulis.53 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan regulasi-

regulasi e-commerce yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

penulis.  
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4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari 

data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer dan sekunder.  

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari  

peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, keputusan hakim, 

kontrak tertulis, dan sebagainya.54 Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Infromasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE); 

e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE); 

f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Infromasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE); 

g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  
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Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari 

rancangan undang-undang, risalah persidangan, jurnal hukum, buku-buku 

hukum, dan sebagainya.55 Bahan-bahan hukum tersebut akan digunakan dalam 

penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka yang 

terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.  

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan meneliti dan mengkaji buku, jurnal, 

artikel, ataupun situs di internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.  

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum formil dan 

materiel. Dokumen hukum formil seperti undang-undang dasar, undang-

undang, putusan pengadilan, traktat, perjanjian, peraturan daerah, dan 

sebagainya.56 Sementara dokumen hukum materiel ini seperti agama, 

budaya, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat.57 

6. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dokumen 

kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif ini adalah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul kemudian 
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disusun secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.58 

Dengan metode ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian ini 

dengan dihubungkan dengan teori-teori hukum. Oleh karena itu, dapat 

menghasilkan jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam 

penelitian ini. 

+� 3HUWDQJJXQJMDZDEDQ�6LVWHPDWLND�3HQXOLVDQ 

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini 

maka secara garis besar skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab 

pembahasan, sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi. 

BAB II Kajian Teoritis. Bab ini terdiri dari uraian tinjauan pustaka dan 

kajian teoritis yang menjadi pondasi dan dasar penulis dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

memuat teori-teori untuk mendukung penyelesaian permasalahan dalam 

penelitian.  

BAB III Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang dipaparkan oleh penulis. Penelitian dan pembahasan dalam 

bab ini membahas seputar rumusan masalah.  
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BAB IV Penutup. Bab ini terdiri dari uraian kesimpulan dan saran peneliti 

dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dengan singkat dan jelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


